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MOTTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”

(QS Al — Bagarah : 45)
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RINGKASAN

Tinjauan Yuridis Tentang Izin Peralihan Hak Atas Tanah vang Berasal Dari
Jual Beli Tanah Pertanian, Firdaus Agus Dwi Lestari, 020710101143, 2007,
40 him.

Manusia dalam kehidupannya memiliki beberapa kebutuhan vang salah
satunya adalah tanah. Tanah digunakan sebagai tempat tinggal maupun sebagai
penunjang dalam mencukupi kebutuhan ckonomi, dimana tanah tersebui
digunakan sebagai lahan pertanian. Pada zaman seperti sekarang ini fanah
pertanian merupakan hal yang penting sekali sehingga kebutuhan akan tanah
pertanian menjadi sangat tinggi, Kebutuhan akan tanah pertanian tersebut tidak
dimbangi dengan semakin meluasnya jumlah tanah pertanian tetapi tanah
pertanian malah semakin menyempit. Masalah baru tersebut adalah semakin
banyaknya tanah pertanian yang dijadikan sebagai tanah kering (tanah
perumahan)

Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu peraturan yang
mengater - tentang  penggunaan tanah agar tidak terjadi  penyelewengan
pemanfaatan tanah dan juga berfungsi sebagai kontrol yang berkaitan dengan
pemilikan maksimum tanah pertanian. Hal ini dilakukan dengan jalan sebelum
melakukan pendaftaran tanah untuk tanah pertanian harus mendapatkan suatu izin
yang merupakan syarat untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah vaitu yang
disebut dengan lzin Peralihan Hak atas tanah pertanian,

Permasalahan  yang timbul dalam penulisan  skripsi ini adalah
bagaimanakah mekanisme perolehan izin peralihan hak atas tanah pertanian.
apakah mekanisme perolehan izin peralihan hak atas tanah pertanian yang
dilakukan oleh Thu Siti Manyati telah sesuai dengan peraturan vang berlaku,
kendala dan upaya yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi
dalam pemberian izin peralihan hak atas tanah.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah tujuan

umum dan tujuan khusus, dengan metode pendekatan masalah metode yuridis

X1t
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normatil” dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber hahan
hukum sekunder dan menggunakan analisa deskritif kualitatif

Hasil yang diperoleh dan penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum
keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor
24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, proses pembuatan lzin Peralihan Hak
atas tanah dilakukan setelah akta jual beli dibuat, setclah keluarmya peraturan
tersebut maka proses pembuatan Izin Peralihan Hak atas tanah dilakukan sebelum
akta jual beli dibuat

Mekanisme yang dilakukan oleh Ibu Siti Maryati dalam memperoleh Izin
Peralihan Hak Atas Tanah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24
lahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dilaksanakan dengan Peraturan
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Noraor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah dan ditindak lanjuti dengan Standart Prosedur Operasi
Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) tahun 2005,

Saran yang disampaikan penulis yaitu Pemerintah melalui lembaganya
dalam hal ini yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional agar
mempermudah perolehan izin peralihan hak atas tanah pertaman hal ini penting
karena untuk kontrol yang berkaitan dengan maksimal kepemilikan atas tanah dan
Juga untuk administrasi pertanahan,

Xiv
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan bangsa
Indonesia yang merupakan negara agraris, schingga setiap kegiatan yang
dilakukan oleh sebagian besar rakvat Indonesia senantiasa membutuhkan dan
melibatkan soal tanah bahkan pada schagian masyarakat tanah dianggap sebagai
sesuatu yang sakral, karena adanya keyakinan terhadap tanah vang dianggap
sebagal sumber kehidupan dan akan dipertahankan sampai titik darah
penghabisan.

Hampir seluruh kehidupan manusia berhubungan dengan tanah. Tanah
merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, bahkan bagian dari kehormatan,
dimana antara tanah dengan manusia mempunyai hubungan emosional. Tanah
dapat dinilai sebagai suatu harta, yang merupakan sumber penghidupan dan
akhirnya tanah juga yang dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seseorang
yang memnggal dunia.

Manusia dun tanah ibarat dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan
vang lainnya, artinya dalam melangsungkan hidupnya manusia mutlak
memerlukan tanah, baik dalam kebutuhan makan, pakaian maupun rumah untuk
tempat tinggal. Dalam hal ini kebutuhan akan sandang (pakaian) untuk menjaga
sopan santun dan melindungi dari berbagai keadaan cuaca, kebutuhan akan
pangan (makan) adalah untuk kelangsungan dalam mempertahankan hidup,
sedangkan papan (rumah) adalah tempat untuk tinggal, tempat perlindungan dan
pengayoman yang layak bagi seluruh keluarga.

Tanah ditinjau dari segi ekonomi merupakan alat produksi bagi
masyarakat tani. Negara Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian
besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian, maka dengan
demikian sebagian besar penduduk Indonesia memerlukan dan bergantung pada

keberadaan tanah dalam kehidupan mereka.
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Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, kebutuhan penguasaan tanah
dan penggunaan tanah pada umumnya termasuk untuk kepentingan pembangunan
sangat besar, Kepiatan pembangunan yang semakin meningkat membutuhkan
tempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini berarti semakin banyak
diperlukan tersedianya tanah, dan karena tanah merupakan sumber daya alam
vang terbatas, mengingat besarnya peranan hak-hak atas tanah, keadaan ini
menyebabkan semakin meningkatnya nilai ekonomis tanah. Masalah-masalah
yang berkaitan dengan tanah dari hari ke han menunjukkan kecenderungan
semakin kompleks dan konflik-konflik pertanahan yang sering terjadi saat ini
biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah,

Guna terciptanya kepastian hukum hak atas tanah di seluruh wilayah
Indonesia, diperlukan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, Pendaftaran tanah
sungat penting bagi para pemegang hak atas tanah demi terjaminnya kepastian
hukum. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor § Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agrama menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian
hukum oleh Pemerintah diadakan pendafiaran tanah di seluruh wilayah Indonesia
menurul ketentuan-ketentuan vang distur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor 24 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sebelum dilakukan pendaflaran tanah, untuk peralihan hak atas tanah
pertanian harus mendapatkan suatu izin yang merupakan syarat untuk
mendapatkan  sertipikat hak atas tanah pertanian, hal ini bertujuan untuk
pengendalian penguasaan atau pemilikan tanah baik oleh badan hukum maupun
oleh perorangan agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
dan untuk mencegah terjadinya tanah absentee, penguasaan atau pemilikan tanah
meleihi batas maksimum yang diperkenankan baik tanah pertanian maupun non
pertanian di perkotaan. Berkaitan dengan hal terscbut akan dibahas lebih Tai,ut
mengenai proses dari izin perolehan hak atas tanah pertanian dalam kajian skripsi
dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS TENTANG IZIN PERALIHAN [AK
ATAS TANAH YANG BERASAL DARI JUAL BELI TANAH PERTANIAN™.
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1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindarn terlalu luasnya pembahasan dan tidak terarahnya suatu
pembahasan dalam skripsi maka perlu diberikan batasan pada pemaparan sknipsi
ini. Ruang lingkup vang akan dibahas adalah bagaimana proses dibuatnva izin
peralthan hak atas tanah pertaman yang termasuk pada bidang hukum agraria.

1.3 Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan
sehagai berikut
I bagaimanakah mekanisme perolehan izin peralthan hak atas tanah
pertanian ?

!*-J

apakah mekanisme perolehan izin peralihan hak atas tanah pertanian yang
dilakukan oleh Ibu Siti Marivati telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku ?

3. kendala dan upaya vang dihadapi dalam menyelesatkan permasalahan

yang terjadi dalam pemberian 1zin peralihan hak atas tanah ?

1.4 Tujuan Penelitian
L4.1  Tujuan Umum
Tujuan umum penulisan skripsi ini merupakan tujuan vang bersifat
akademis yang meliputi
I untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dibidang
hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember:

o

untuk kepentingan perkembangan Hlmu Hukum khususnya dalam bidang
pertanahan

1.4.2  Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam peralisan skripsi i1 adalah
I untuk mengetahui mekanisme perolehan izin peralihan hak atas tanah
pertanian;
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2. untuk mengetahui apakah mekanisme perolehan izin peralihan hak atas
tanah yang dilakukan oleh Ibu Siti Maryati telah sesuai dengan peraturan
yang berlaku:

3. untuk mengetahui kendala dan upaya apakah yang dilakukan dalam
menghadapt kendala-kendala dalam perolehan izin peralihan hak atas
tanah pertanian.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan sknpsi diperlukan suatu metode penelitian sebagai
unsur utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan hasil
vang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode vang
dipergunakan adalah sebagai berikut -

I.5,1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam membahas
penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif vang secara deduktif dimulai
analisa terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan.
(Soemitro, 1990 : 97)

Dalam kaitannya dengan tipe penclitian yang digunakan yakni vuridis
normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang
akan dibahas antara lamn ;

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan masalah izin peralihan hak atas tanah, Dengan
pendekatan undang-undang ini berguna untuk mempelajari konsistensi dan
kesesuaian antara fakta vang ada dengan peraturan perundang-undangan yang
dijadikan sebagai dasar pijakan

2. Pendekatan konseptual (Konseptual Approach)
Pendekatan konsep digunakan berkaitan dengan konsep-konsep izin
peralihan hak atas tanah yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak dalam hal
pembuatan izin peralihan hak atas tanah, hal ini dimaksudkan agar
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mekanisme izin peralihan hak atas tanah dapat berjalan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum
Sebagai sarana untuk membantu menyelesaikan masalah dalam skripsi ini
digunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder
sebagai beritkut : (Marzuki 2005 ; 144)
I. Sumber bahan hukum primer
Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan
mempunyai otonitas. Sumber bahan hukum primer yang digunakan berupa
peraturan perundang-undangan vang berlaku, seperti vang tertuang dalam
Undang-Undang  Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) yaiiu -
8. Undang-Undang dasar 1945,
b. Undang-Undang;
¢ Peraturan Pemerintai (PP);
d. Peraturan Presiden;
¢. Peraturan Daerah.
2. Sumber bahan hukum sekunder
Sumber bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi,
tesis, dan discrtasi hukum dan jumal-jurnal hukum. Disamping itu juga,
kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan
Kegunaan bahan hukum sekunder ini adalah sebagai petunjuk kearah mana
akan melangkah,

1.5.3  Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penyusunan
skripst ini adalah:
I studi pustaka, yaitn dengan mempelajari literatur, meneliti  peraturan

perundang-undangan, makalah, surat kabar, internet dan karya ilmiah dengan
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menitikberatkan pada teori-teori dan konsep yang erat hubungannva dengan
permasalahan;

2. wawancara secara langsung denpan pihak-pthak  vang terkait demi
terpenuhinya data dan informasi yang diperlukan, vaitu melakukan tanya
Jawab dengan Bapak Sugito selaku staf Pengaturan dan Penataan Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember,

1.5.4, Analisa Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, pertama-tama penulis melakukan langkah-
langkah dalam penelitian hukum, yaity - (1) mengidentifikasi fakta hukum dan
mengeliminic hal-hal vang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang
hendak dipecahkan, (2) pengambilan bahan-bahan hukum dan sekiranya
dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non hukum: (3) melakukan
telaah atas isu hukum yang disjukan berdasarkan bahan-bahan vang telah
dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentas) yang menjawab
isu hukum; (5) memben preskripsi berdasarkan argumentasi vang telah dibangur
di dalam kesimpulan (Marzuli 2005 - 171)

Bahan-bahan hukum yang telah didapatkan kemudian disusun secara
sistematis dan terarah, untuk kemudian dilakukan analisis dengan memberikan
preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian
hukum karena hal tersebut penelitian dilakukan Analisis bersifat preskniptif
artinya sesuai dengan Karakter ilmu hukum yvang menipelajan tujuan hukum,
nilai-mlai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-
norma  hukum. Pemberian preskripsi bukan merupakan suatu vang telah
ditetapkan atau yang sudah ada Oleh karcna itulah vang dihasilkan olch
penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum vang baru atau teon bary, paling
tdak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi
schingga preskripsi tersebut bukan merupakan sesuatu fantasi atau angan-angan
kosong,

Dari keseluruhan bahan hukum dan data yang telah diperoleh tersebut

kemudian dilakukan pengkajian secara lebih mendalam dengan teknik analisa
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deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran
dari suatu permasalahan vang tidak didasarkan pada angka-angka statistik,
melainkan juga didasarkan atas peraturan perundang-undangan vang berlaku dan
berkaitan erat dengan masalah vang akan dibahas, untuk selanjutnva ditarik suatu
kesimpulan dengan cara deduktif yaitu berangkat dari hal-hal vang sifatnva umum
menjadi hal-hal yang bersifat lebih khusus.
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BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah fakta yang
diperoleh melalui pengamatan dilapangan tentang proses perolehan 1zin peralihan
hak atas tanah pertanian vang dilakukan oleh Tbu Siti Maryati dari Desa
Sumberejo Kecamatan Wuluhan yang akan membeli tanah kepada Nvonya
['riyani yang tanahnya sudah bersertipikat dengan Momor 458 dengan status hak
milik.

Karena sebelum melakukan jual beh atas tanah Ibu Siti Marivat harus
memuliki izin peralihan hak atas tanah terlebih dahulu dari kantor pertanahan

Bahwa pada tanggal 03 Mei 2007, Ibu Siti Marvati bermaksud untuk

mengajukan 1zin peralihan hak atas tanah pertanian

Letak tanah . Ds. Sumberejo, Kee. Wuluhan Kab. Jember
Status wanah Hak Milik Nomor 438 / Sumberejo
Luas tanah - 3209 M’ sebagian dari 5446 M°

Nama pemegang hak : Ny, Trivam Junnaedy

Macam tanah - Tanah Pertanian

Berkatan dengan pasal 98 Peraturan Menteri Negara Agrana / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka
sebelum membuat akta jual beli tanah pertanian harus memperoleh izin peralihan
hak atas tanah dan Instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember. Dalam mendapatkan izin peralihan hak atas tanah
tersebut Ibu Siti Maryati memperoleh beberapa kendala yang sangat menghambat
untuk dilakukan peralihan hak atas tanah yaitu ketidaktahuan pemohon akan
mekanisme perolehan 1zin peralihan hak atas tanah, sedangkan izin peralihan hak
atas tanah sangat penting karena sebagai suatu syarat untuk mendapatkan akta
yang kemudian dilakukan pendaftaran tanah untuk mendapatkan suatu sertipikat

hak atas tanah
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2.2 Dasar Mukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

benkut

a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 33 avat (3) :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakvat,

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1457 .

Jual beli walah suatu persetujuan dimana pihak vang satu mengikatkan dirinya

untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga

vang telah dijanjikan.

¢. Undang-Undang Nomor 5§ Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok -
Pokok Agraria (LN Tahun 1960 No. 104, TLN No.2043;

Pasal 6 :

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial

Pasal 7 :

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan  dan

penguasaan tanah yang melampai batas tidak diperkenankan

Pasal 19 ayat (1) .

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan

yang diatur dengan peraturan pemerintah,

Pasal 20 :

(1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyar orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 21

(1) Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik
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(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat
mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

d  Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian (LN 1960 Nomor 174, TL.N Nomor 21 17)

Pasal 1

(1) seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu
keluarga, bersama-sama hanya diperbolehkan menguasal tanah pertanian,
baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain atau pun miliknya sendin
bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas
maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini.

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan
Hukum yang Dapat Memiliki Hak Milik Atas Tanah. (LN tahun 1963 Nomor
61 TLN Nomor 3639)

Pasal |

Badan-badan hukum yang disebut dibawah ini dapat mempunyai hak milik

atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada pasal-

pasal 2, 3, dan 4 peraturan inj -

4. bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Bank Negara),

b. perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian vang didinkan berdasar
atas Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 (Lemberan Negara Tahun
1958 Nomaor 139);

¢. badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau
setelah mendengar Menteri Agama,

f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (LN
tahun 1997 Nomor 59 TLN Nomor 3639)

Pasal 1

(1) Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan vang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenar bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pembenan surat
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan
hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak terentu yang
membebaninya
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g Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 tahun 1961 Tentang Permintaan Dan

Pemberian lzin Pemindahan Hak Atas Tanah

Pasal 1
Pemuindahan hak ialah jual-beli, termasuk pelelangan di muka umum,

penukaran, penghibahan, pemberi dengan wasiat, pemberian menurut adat dan
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan sesuatu hak atas tanah
kepada fihak lain

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 98
(1) Untuk membuat akta pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau

Fak milik atas satuan rumah susun dan mendaftarnya tidak diperlukan izin

pemindahan hak, kecuali dalam hal sebagai berikut -

a  pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas
rumah susun yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda vang
menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan
apabila telah diperolch izin dari instansi yang berwenang;

b. pemindahan atau pembebanan hak pakai atas tanah Negara

(2) Dalam hal izin pemindahan hak diperiukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka 1zin tersebut harus sudah diperoleh sebelum akta
pemindahan atau pembebanan hak yang bersangkutan dibuat

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor SK. 59/DDA/Tzhun 1970 Tentang
Penyederhanaan Peraturan Perizinan Hak Atas Tanah

Pasal |

Tanah pertanian ialah juga semua tanah perkebunan tambak untuk perikanan,
tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan
yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak Pada umumnya
tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang selainnya untuk
perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdin tempat
tinggal seorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa luas
bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah
pertanmian °

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Hak Milik Atas Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh
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vang dapat dipunyvai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
Hak milik adalah hak vang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas
tanah, pembenian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak vang mutlak,
tidak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat sebagai hak eigendom menurut
pengertiannya vang asli dulu. Sifat vang demikian terang bertentanpan dengan
sifat hukum-adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak Kata-kata "terkuat dan
terpenuh” dimaksudkan untuk membedakan dengan hak guna-usaha, hak guna-
bangunan, hak pakar dan lain-lainnya, vaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara
hak- hak atas tanah yang dapet dipunyai orang hak miliklsh yang "ter” (artinya
paling) kuat dan terpenuh.

Kata “turun-temurun dapat beralih dan dapat dialihkan™ mempunvai
pengertian bahwa apabila pemegang hak milik menmggal duma, maka hak
tersebut secara otomatis beralih atau turun kepada ahli warisnya serta dapat
dialihkan kepada pihak lain. Hal ini berarti pula bahwa hak milik tidak ditetapkan
Jangka waktu haknya seperti hak-hak vang lannya yang ditentukan jangka
waktunya (Muljadi dan Widjaja, 2004 - 30),

Berkaitan dengan Pasal 6 yaitu bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai
fungsi sosial”. Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada sescorang,
tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak
dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal ity
menimbulkan kerugian bagi masyarakat, Penggunaan tanah harus disesuaikan
dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, schingga bermanfaat baik bagi
Kesejahternan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi
masyarakat dan negarn.

Dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
disebutkan mengenai seseorang dan badan hukum yang dapat memiliki hak milik
yaitu

(1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

(2) Oleh Pemerintah ditetapkan  badan-badan  hukum yang dapat

mempunyail hak milik dan syarat-syaratnya.
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Jadi dalam hal ini yang dapat memiliki hak milik atas tanah hanyalah
warga negara Indonesia, baik WNI asli maupun WNI keturunan asing. Untuk
badan hukum dapat mempunyai hak milik atas tanah ditentukan secara tegas oleh
Pemerintah. Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai
hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan masyarakat vang sangat
crat hubungannya dengan faham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian,
maka diadakanlah suatu "escape-clause” yang memungkinkan badan-badan
hukum tertentu mempunyai hak milik. Dengan adanya "escape-clause” ini maka
cukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi sesuatu atau sesuatu
macam badan hukum diberikan dispensasi oleh Pemerintah, dengan jalan
menunjuk badan hukum tersebut sebagai badan hukum vang dapat mempunvai
hak milik atas tanah (Penjelasan Umum [1 angka S Undang-Undang Pokok
Apgraria).

Menurut Pasal | Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 tentang
Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Memiliki Hal Milik Atas Tanah
adalah :

I Bank-bank yang didirikan oleh Negara;

2. Perkumpulan-perkumpulan  koperasi  pertanian  yang  didirikan
berdasarkan undang-undang;

3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri
setelah mendengar Menteri Agama,

4. Badan-badan sosial yang ditunjuk olch Menteri Dalam Negen setelah
mendengar Menteri Sosial,

Peralihan atau pemindahan hak mengandung pengertian, berpindahnya
atau beralihnya suatu hak atas tanah dari sescorang kepada seseorang vang lain
(beberapa orang), dan seseorang kepada sesuatu badan hukum, dari badan hukum
yang satu kepada badan hukum vang lamnya

Pemindahan hak atas tanah adalah setinp transaksi yang bermaksud
mengalihkan sesuatu hak atas tanah baik berbentuk jual-beli, hibah, maupun tukar
menukar harus dilaksanakan dengan suatu akta pejabat. (Parlindungan, 1978 - 81)
Menurut Pasal | Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 tahun 1961 pengertian
pemindahan hak adalah:
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“Pemindahan hak ialah jual-beli, termasuk pelelangan di muka umum,
penukaran, penghibahan, pemberi dengan wasiat, pemberian menurut adat
dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan sesuaty hak atas
tanah kepada fihak lain”™

Didalam Undang-Undang Pokok Agraria untuk melakukan peralihan hak

milik atas tanah dapat dilakukan dengan dua cara, vaitu

I dengan cara peralihan, hal ini berarti bahwa ada pihak yang kehilangan dan

ada pihak lain yang mendapatkan Bagi yang mendapat berarty terjadi suatu
hak milik baginya Cara peralihan int misalnya dengan jual beli, tukar
menukar, hibah dan hibah wasiat.

dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria, yang
meliputi

a. Terjadinya hak milik menurat hukum adat, yang antara lain dalam

hubungannya dengan hak ulavat Didalam hukum adat seseorang anggota
masyarckat hukum adat mempunyai hak untuk membuka hutan dalam
lingkungan wilayah masyarakat hukum adat itu dengan persetujuan
Kepala adat. Hutan yang dibuka lambat laun menjadi hak milik yang
membuka,

- Terjadinya hak milik dengan peraturan pemerintah, yakni Pemerintah

memberikan hak milik atas tanah yang secara langsung dikuasai oleh
Negara ataupun berdasarkan suatu permohonan Selain memberikan hak
milik yang baru sekali, juga dapat memberikan hak milik berdasarkan
perubahan dari suatu hak yang sudah ada, umpamanya hak guna usaha,
hak guna bangunan dan hak pakai.

Suatu hak milik dapat hapus, artinya dapat hilang atau terlepas dan yang

berhak atasnya seperti ditentukan dalam Pasal 27 UUPA yaitu

Hak milik hapus bila :
a. tanahnya jatuh kepada Negara :
I karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18,
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
3. karena diterlantarkan:
4. karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 avat (2),
b. tanahnya musnah
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2.3.2 Batas Maksimum dan Minimum Pemilikan Tanah

Keadaan masyarakat tani pada masa awal pemberlakuan UUPA kurang
lebih 60% adalah petani tidak bertanah. Sebagian mereka merupakan buruh tam,
sebagian lainnya mengerjakan tanah orang lain sebagai penyewa atau penggarap
dalam hubungan perjanjian bagi hasil. Para petani yang mempunyai sawah (sawah
dan tanah kering) sebagian terbesar masing-masing tanahnya kurang dari 1 Ha
(rata-rata 0,6 Ha sawah atau 0,5 Ha tanah kenng) vang jelas tidak cukup untuk
hidup yang layak (Harsono, 1999 : 370),

Disamping petani-petani yang tidak bertanah dan yang bertanah tidak
cukup itu, kitla jumpai petani-petani yang menguasai tanah-tanah pertanian yang
luasnya berpuluh-puluh, beratus-ratus bahkan beribu-ribu hektar. Tanah-tanah itu
tidak semuanys dipunyai mereka dengan hak milik, tetapi kebanyakan
dikuasainya dengan hak gadai atau hak sewa bahkan tanah-tanal yang dikuasai
dengan hak gadai dan sewa imlah merupakan bagian yang terbesar (Harsono,
1999 : 371),

Tanah-tanah yang dikuasa dengan hak gadai dan hak sewa ini berasal dari
tanah-tanah Kepunyaan para petani vang tanahnya tidak cukup, vang karena
keadnan terpaksa menggadaikan atau menyewakan kepada orang-orang kaya
biasanya orang-orang yang menguasai tanah luas itu tidak dapat mengerjakan
sendiri. - Tanah-tanahnya dibagihasilkan kepada petani-petani yang  tidak
mempunyai tanah atau tidak cukup tanahnya. Bahkan tidak jarang bahwa dalam
hubungan gadai para pemilik yang menggadaikan tanahnya itu kemudian menjadi
penggarap tanahnya sendiri sebagai pembagi hasil. Tidak jarang pula bahwa
tanah-tanah luas itu tidak diusahakan oleh karena yang menguasainya udak dapat
mengusahakan sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan usaha untuk menambah
produksi bahan pangan.

Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas merugikan
kepentingan umum, karena berhubungan dengan terbatasnya persediaan tanah
pertanian  khususnya di  dacrah-dacrah yang padat penduduknya, hal it
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menyebabkan menjadi sempit, kalau tidak dapat dikatakan hilangnya sama sekali
kemungkinan untuk memiliki tanah sendiri (Harsono, 1999 - 354).

Oleh karena itu, apabila ada orang-orang mempunyai tanah yang
berlebihan, sedang sebagian terbesar lainnva tidak mempunyai tanah atau tidak
cukup tanahnya adalah sangat bertentangan dengan asas sosialisme Indonesia.
yang menghendaki pembagian yang adil dan merata, sebab tidak diragukan lagi
dengan dikuasainya tanah-tanah yang luas oleh sebagian kecil para petani itu
membuka kemungkinan praktek-praktek pemerasan dalam segala bentuk, vang
bertentangan dengan prinsip landreform yang termuat dalam Pasal 10 avat (1)
UUPA yang berbunyi

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah

pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya

sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 Tentang Penctapan Luas
Tanah Pertaman merupakan Undang-Undang Landreform Indonesia, terdapat tiga
hal yang diatur dalam undang-undang tersebut -

I Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian;

2. Penctapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk
melakukan perbutan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan
tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil:

3. Soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan
Dengan demikian sungguhpun Pasal 17 menunjuk pada semua macam
tanah, Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tersebut baru mengatur
soal tanah pertanian saja. Luas maksimum dan jumlah tanah untuk
perumahan dan pembangunan lainnya akan diatur tersendin dengan suaty
peraturan pemerintah

Didalam ketentuan Ludang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960, diberikan
batasan-batasan sehubungan dengan ketentuan-ketentuan bagi para pemilik tanah
kelebihan dari batas maksimum yang diperkenankan Seperti ketentuan dalam
Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:
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“seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu

keluarga, bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian,

baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain atau pun miliknya sendiri

bersama kepunyaan orang lain, vang jumlah luasnya tidak melebihi batas

maksimum schagai yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 356 Prp. Tahun 1960
menyatakan bahwa luas maksimum ditetapkan untuk tiap-tiap kabupaten dengan
keadaan dacrah masing-masing dan faktor-faktor sebagai berikut -

I tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi:

b

kepadatan penduduk;

3. Jems-jenis dan kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara sawah dan
tanah kering, diperhatikan apakah ada perairan yang teratur atau tidak):

4. besarnya usaha tam vang sebaik-baiknya menurut kemampuan satu keluarga
dengan mengerjakan heberapa buruh tani;

5. tngkat kemampuan tehnik pertanian sekarang ini.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut vang berbeda-beda keadaunnya
diberbagai daerah di Indonesia, maka diadakanlah perbedaan antara daerah-daerah
yang padat dan tidak padat. Daerah padat dibagi lagi dalam daerah-daerah yang
sangat padat, cukup padat dan kurang padat

Untuk menentukan luas maksimum tanah yang boleh dimiliki seseorang
didasarkan pada tingkat kepadatan penduduk suatu dacrah Berikut ini tabel
penetapan luas maksimum pemilikan tanah yang boleh dimiliki oleh seseorang
sebagai warga negara Indonesia -

Tabel : Penetapan Luas Maksimum Pemilikan Tanah

i Penentuan chaldatag Penduduk Tanah
E;’;::;t;npcze“;"d“k Hiap Digolongkan Dacrah fenal KEIE
} sampai 50 Tidak Padat 15 20

51 sampai 250 Kurang Padat 10 12

| 251 sampai 400 Cukup Padat | 75 9
401 keatas = ‘Sangat Padat N B 6

(Daftar Lam piran U ndang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960)
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Untuk menghitung luas tanah pertanian yang merupakan sawah dan tanah
kering, maka luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering sama dengan sawah
ditambah 30% didacrah-daerah yang tidak padat dan 20% di dacrah vang padat,
dengan ketentuan bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh
lebih dari 20 Hektar (Harsono, 1999:375).

Dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 udak diberikan
penjelasan apakah yung dimaksud dengan tanah pertanian, sawah dan tanah
kering. Berhubung dengan itu dalam Instruksi Bersama Mentri Dalam Negeri Dan
Otonomi Daerah dengan Menten Agraria tanggal 5 Januari 1961 Nomor Sekra
9/1/12 diberikan penjelasan sebagai berikut .

“vang dimaksud dengan tanah pertanian jalah juga semua tanah
perkebunan tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak,
tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata
pencahanan bagi vang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah
semua tanah yang menjadi hak orang selainnya untuk perumahan dan
perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri tempat tinggal seorang,
maka pendapal setempat itulah vang menentukan, berapa luas bagian yang
dianggap halaman rumah dar berana vang merupakan tanab pertanian™

Dalam hal im dijelaskan yang dimaksudkan dengan “daerah™ ialah
kabupaten. Dengan memakai dasar ketentuan yang tersebut dalam daftar tersebut
diatas untuk tiap-tinp kabupaten luas maksimumnya ditegaskan dalam surat
Keputusan Menteri Agrania tanggal 31 Desember 1960 No. Sk/978/Ka/ 1960,

Penentuan apakah batas maksimum itu melampaui atau tidak bukanlah
terbatas pada tanah-tanah miliknya sendiri, melmnkan keseluruhan tanah
pertanian yang dikuasai, jadi termasuk pula tanah-tanah kepunyaan orang lain
yang dikuasai dalam hubungan gadai, sewa (jual tahunan) dan scbagainya. Letak
tanah-tanah yang bersangkutan tidak perlu di satu daerah yang sama, melainkan
dapat pula di beberapa kabupaten (Pemjelasan Uimmum 7 (b) Undang-Undang
Nomor 56 Tahun 1960).

Penetapan luas maksimum memakai dasar keluarga hal ini diatur dalam
Pasal 1 ayat (1) Undang-lindang Nomor 56 Prp 1960 yang berbunvi -

“seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu
keluarga bersama-sama hanva diperbolehkan menguasai tanah pertanian,
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baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain atau pun miliknya sendin

bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebiln batas

maksimum sebagai yang ditetapkan dalam avat (2) pasal im™

Penjelasan Undang-lUndang Nomor 56 Prp 1960, Perkataan “orang”
menunjuk pada mereka yang belum atau tidak berkeluarga Sedang “orang-orang”™
menunjuk pada mereka yang bersama-sama merupakan satu keluarga, sedangkan
siapa-siapa yang menjadi anggota keluarga harus dilihat pada kenyataan dalam
penghidupannya. Yang termasuk anggota suatu keluarga adalah yang masih
menjadi tanggungan sepenuhnya dan keluarga itu.

Didalam Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
dinyatakan tentang pengertian keluarga vaitu suami, istri, serta anak-anaknva
vang belum kawin dan menjadi tanggungannya dan vang jumlahnva bekisar
sekrtar 7 orang, baik laki-laki maupun wanita dapat menjadi kepala keluarga.

Berkaitan dengan penjelasan diatas jelas bahwa penetapan luas maksimum
menggunakan dasar keluarga, walaupun vang berhak memiliki hak atas tanah
adalah orang-seorang tetapr jumlah luas tanah yang dikuasai oleh anggota-anggota
keluarga itulah yang menentukan batas maksimum luas tanah dari suatu keluarea
itu,

Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dan batas maksimal tidak akan
disita tetapi akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian. Selanjutnya
tanah-tanah tersebut akan dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkan.

2.3.3 Pengertian Izin

lzin yaitu suatu persetujuan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang  dart  ketentuun-ketentuan  larangan  perundangan.  Tujuan
dikeluarkannya suatu izin adalah untuk mengendalikan sekaligus sebagai alat
pengawasan bagi Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan warga masyarakat
(Hadjon dalam [lmar, 2004 : 132)
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Izin diartikan sebagar perbuatan vang tidak tertuju kepada hal-hal bahava,
akan tetapi oleh karena undang-undang menyebutkan, maka harus ada izin
(Utrecht dalam Ilmar, 2004 - 132)

Pengertian tersebut diatas memberi pemahaman bahwa pada prinsipnva
izin merupakan kewenangan Pemerintah, sehingea dalam hal pemberian izin
peranan Pemerintah menjadi sangat menentukan. Bila dipandang dan sudut
Tantra, maka peranan langsung penguasa terhadap warga dalam segala bidang
hukum pada umumnya ada 3 (tiga) macam vaitu -

4. perizinan,
b. pengawasan (sebagai langkah preventif);
¢ penindakan (sebagai langkah represeif),

Perizinan atau pemberian izin pada dasarmya dapat dikatakan sebagai suaty
langkah “pembukaan”™ suatu pelaksanaan hukum bagi warga masyarakat untuk
dapat langsung turut merasakan kegunaan adanya suatu hukum dan di samping itu
secara langsung juga turut ambil bagian dalam pelaksanaannya.

Pengawasan merupakan langkah lanjut yang dilaksanakan sebagai salah
satu jalan untuk mengetahui, memastikan dan membuktikan apakah pelaksanaan
segala ketentuan hukum yang telah digariskan bersamaan dengan pengambilan
langkah perizinan akan dilaksanakan sclaras dengan rencana dan segala maksud
tujuannya atau tidak

Penindakan dimaksudkan agar segala usaha yang telah digariskan dengan
segala rencana, hasil, maksud dan tujuannya dapat benar-benar terwujud dan
terlaksana sebagai mana diharapkan. Scbagai langkah vang bersifat represif,
penindakan ini berwujud sebagai penerapan sanksi hukum yang secara tegas telah
ditekankan dalam ketentuan perundang-undangan yang seyogyanya telah
diketahui oleh masyarakat ( Purbacaraka dan Halim, 1983 - 39)

234 Pendaftaran Tanah
Untuk menjamin  kepastian  hukum atas tanah di Indonesia, maka

Pemerintah mengintruksikan untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh
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e

Indonesia hal ini tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria
vang berbunyi :
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan

yang diatur dengan peraturan pemerintah™

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah pada Pasal | angka 1, dijelaskan bahwa :

“Pendaliaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemenntah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pembenan surat
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan
hak milik atas satvan rumah susun seita hak-hak tertentu yang
membebaninya™

. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pembukuan
hak dalam buku-tanah (daftar umum) dilakukan setelah bidang-bidang tansh yang
menjadi objek hak-hak itu diukur dan dipetakan pada peta-peta pendaftaran
Kepada  pemegang hak yang haknya telah didaftarkan dalam buku tanah
diberikan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak,

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah, pendafiaran tanah dapat dilaksanakan melalui 2 cara
yaitu
I, Pendaltaran tanah secara sistematik

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semun obyek

pendaftaran tanah yang belum didaftar pada wilayah atau bagian wilavah suatu
desa atau kelurahan Pendaflaran tanah secara sistematik akan meliputi
wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagian dari desa atau kelurahan yang
lokasinya ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Menteri Negara
Agraria atas usul Kepala Kantor Wilavah Badan Pertanahan Nasional

2. Pendaftaran tanah secara sporadik
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Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali mengenai satu atau beberapa obvek pendaftaran tanah dalam
wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau
massal, Pendafiaran tanah secara sporadik meliputi bidang-bidang tanah
atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara
individual atau secara masal.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali baik secara sistematik maupun
secara sporadik akan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut (Arianto,
2005: 29) .

a) pengumpulan dan pengulahan data fisik,
b) pembuktian hak dan pembukuannya;

¢) penerbitan sertipikat;

d) penyajian data fisik dan data yunidis,

¢) penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Diawali dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik  berupa
kegiatan untuk memperoleh data mengenai Ietak, batas-batas bidang tanah, luas
bidang tanah, ada tidaknya bangunan di atasnya dan satuan rumah susun yang
didaftar. Untuk pengumpulan dan pengolahan data fisik, dilakukan pengukuran
dan pemetaan yang meliputi kegiatan |
a. pemasangan dan pengukuran titik kerangka dasar teknik;

b. pembuatan peta dasar pendaftaran;
¢.  penetapan batas bidang-bidang tanah;
d. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah;

G

pembuatan peta pendafiaran;
{*  pembuatan dafiar tanah dan surat ukur,

Dari peta pendaftaran berdasarkan data dari masing-masing bidang tanah
selanjutnya dibuat daftar tanah dan surat ukur. Untuk keperluan penelitian  data
yuridis  bidang-bidang  tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai
kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak
tertulis  berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan

yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain
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vang berkepentingan. Pengumpulan data yuridis ini diperlukan dalam rangka
pembuktian hak yang meliputi kegiatan -
a. pembuktian hak bary;
b. pembuktian hak lama.

Data yuridis berupa alat bukti tertulis untuk pembuktian hak baru
adalah berupa ;
a. Penctapan pemberian hak dari Pejubat yang berwenang memberikan hak
yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku, apabila hak tersebut
berasal dar tanah Negara atau tanah hak pengelolaan dan asli dan akta
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memuat pemberian hak tersebut oleh
pemegang hak milik kepada penerima  hak vang bersangkutan apabila
mengenai hak guna bangunan dan hak pakai di atas tanah hak milik,
Penctapan  pemberian  hak pengelolaan untuk hak pengelolaan;
Akta ikrar wakaf untuk tanah wakaf’

Akta pemisahan untuk hak milik atas satuan rumah susun;

B o oo

c. Akta pemberian hak tanggungan untuk pemberian hak tanggungan
Data yunidis untuk pembuktian hak lama yang berasal dari konversi,
dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, berupa bukt
tertults, keterangun saksi dan atay pernyatsan yang bersangkutan oleh Panitia
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah sistematik atau oleh Kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah sccara sporadik, dianggap cukup untuk
mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak lain yang membebaninya
Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap pembuktian
kepemilikan, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan
fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih sccara berturut
turut oleh pemohon pendafiaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat
(Ananto,2005 : 33)
a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh
yang bersangkutan scbagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh
kesaksian orang yang dapat dipercaya,

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman, tidak
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dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa / kelurahan ataupun
pihak lainnya,

Kebenaran alat-alat bukti di atas baik pendaflaran secara sistematik
maupun secara sporadik ditulis dalam suatu daftar isian. Daftar isian tersebut
bersama-sama dengan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan selama
30 han untuk pendaftaran tanah secara sistematik di Kantor Kepala Desa atau
Kelurahan dan di Kantor Panitia Ajudikasi, selama 60 hari untuk pendaftarn
tanah secara sporadik di Kantor Kepala Desa atau Kelurahan dan Kantor
Pertanahan, Jika dalam tenggang waktu pengumuman ada pihak vang
mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis vang diumumkan,
keberatan tersebut diusahakan segera disclesaikan secara musyawarah mufakat
Mufakat yang terjadi dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa dan
dilakukan perubahan-perubahan pada peta bidang tanah dan atau dafiar isian
sesual mufakat tersebut.  Apabila pagal mencapai mufakat, Ketua Pamitia
Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan secara tertulis kepada
pthak vang berkeberatan untuk mengajukan perselisihan tersebut ke Pengadilan
Apabila tenggang wakiu pengumuman telah berakhir, data fisik dan data vuridis
tersebut disahkan dengan Berita Acara Pengesahan oleh Ketua Panitia Ajudikasi
untuk pendafiaran tanah sistematik dan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk
pendaftaran tanah sporadik. Bagi data fisik atau data yunidis yang kurang lengkap
atau apabila masih ada pihak yang keberatan, pengesahan dilakukan dengan
catatan-catatan mengenai hal-hal terscbut. Berita Acara Pengesahan tersebut di
atas selanjutnya dijadikan dasar untuk pembukuan hak atas tanah dalam buku
tanah, pengakuan hak atas tanah atau pemberian hak atas tanah,

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bentuk sertipikat tidak
dirinci secara jelas sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961, hanya dijelaskan bahwa sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang
hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data vyuridis vang telah
didafiar dalam buku tanah. Jadi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997, sertipikat hanya disyaratkan berisi data yuridis dan data fisik yang telah
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didaftar dalam buku tanah Menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintaly
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendafiaran Tanah -

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (2) huruf ¢ UUPA. untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah

wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang

masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan

Sertipikat adalah surat tanda-bukti-hak yang berlaky scbagai alat
pembuktian vang kuat mengenar data fisik dan data yuridis yang termuat di
dalaminya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang
ada Jdalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan,

Alat pembuktian yang kuat berarti, bahwa daftar-dafiar buku tanah tidak
merupakan  satu-satunya  alat pembuktian, schingga pemegang hak yang
sebenarnya masih dapat menggugat lerhadap orang yung terdafiar pada buku
tanah dengan mengemukakan bukti-bukti lain (Arianto 2005 28)
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PEMBAHASAN

3.1 Proses Perolchan Izin Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian.
3.1.1 Cara Pandang

Manusia dalam kehidupannva memiliki beberapa kebutuhan vang salah
satunya adalah tanah. Tanah digunakan sebagai tempat tingeal maupun sebagai
penunjang dalam mencukupi kebutuhan ekonomi, dimana tanah tersebut
digunakan sebagai lahan pertanian Pada zaman seperti sekarang ini tanah
pertanian merupakan hal vang penting sekali sehingga kebutuhan akan tanah
pertanian menjadi sangat tinggi. Kebutuhan akan tanah pertanian tersebut tidak
diumbangi dengan semakin meluasnya jumlah tanah pertanian tetapi lanah
pertanian malah semakin menyempit. Masalah baru tersebut adalah semakin
banyaknya tanah pertanian vyang dijadikan sebagai tanah kering (tanah
perumahan),

Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu peraturan vang
mengatur - tentang  penggunaan  tanah  agar tidak  tenadi  penyelewengan
pemanfaatan tanah dan juga berfungsi sebagai kontrol yang berkaitan dengan
pemilikan maksimum tanah. Hal ini dilakukan dengan jalan sebelum melakukan
pendaftaran tanah untuk tanah pertanian harus mendapatkan suatu izin  vang
merupakan syarat untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah yaitu vang disebut
dengan 1zin peralihan hak atas tanah pertanian.

Tujuan di keluarkannya 1zin peralihan hak atas tanah pada hakikatnya
adalah dalam rangka pengendalian penguasaan atau pemilikan tanah baik oleh
badan hukum maupun oleh perorangan agar tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk mencegah tegadinya tanah absentee, penguasaan atau
pemilikan tanah melebihi batas maksimum yang diperkenankan baik tanah
pertanian maupun non pertanian di perkotaan

Kabupaten Jember yang jumlah penduduknva 2.332.000 (tahun 2003)
dengan kepadatan 791 jiwa/km? terdin dan 31 Kecamatan, sedangkan luas
wilayahnya sckitar 3.293.40 km® jumlah bidang tanah kurang lebih 900.000

26
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bidang dan letak geografisnya adalah 113°30" - 113°45" BT dan 8°00° - 8°30° LS
dengan batas-batas sebagai berikut (Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas
berbahasa Indonesia) -
a Sebelah utara kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probelinggo
b. Sebelah selatan samudra Indonesia

Sebelah barat Kabupaten Lumajang
d. Sebelah timur Kabupaten Banyuwang;

Kabupaten Jember dikategorikan daerah yang sangat padat, hal ini
berdasarkan  Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960, karena itu izin
peralthan hak atas tanah sangat penting dan harus dimiliki ketika seseorang ingin
melakukan peralihan hak atas tanah pertanian tetapi dalam pelaksanaannya 1zin
perlihan hak tersebut harus berpegang teguh pada rencana tata ruang wilavah
Kabupaten Jember yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Jember.

Mengenal 1zin peralihan hak atas tanah pertanian diatur dalam Peraturan
Menteri Negara Agrada / Kepala Badan Pertunahan Nasional Nomor 3 tahun
1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.

Dahulu izin peralihan hak atas tanah pertanian dikeluarkan setelah akta
jual-beli dibuat, hal ini berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 yang berbunyi;

“Sctiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah
memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau
meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yvang
ditunjuk Menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini
disebut pejabat).

Berkaitan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tersebut diatas, apabila pembeli tidak memperoleh izin peralihan hak atas tanah,
maka pembeli berhak mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain Oleh karena
Hu pasal 3 akta jual-belinya berbunyi :

Jika pembeli tidak mendapat izin dan instansi pemben izin yang
berwenang untuk membeli tanah hak tersebut, schingga jual-beli ini
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menjadi batal, maka ia dengan ini oleh penjual diberi kuasa penuh, yang
tiduk dapat ditank kembali, dengan hak memindahkan kekuasaan itu,
untuk mengalihkan hak atas tanah it kepada pihak lain atas nama penjual,
dengan dibebaskan dari pertanggung jawab sebagai kuasa, dan jika ada,
menerima uang ganti kerugiannya, yang menjadi hak sepenuhnya dan
pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada penjual
tersebut diatas tidak akan dituntut kembali oleh pembeli
Kemudian setelah keluamya Peraturan Menteri Negara Agraria / kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 98
avat (2) vang berbunyi -

“Dalam hal 1zin pemindahan hak diperlukan sebagaimana yang dimaksud
ayat (1) maka izin tersebut harus sudah diperoleh  sebelum akta
pemindahan atau pembebanan hak vang bersangkutan”

Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
sebelum dibuat suatu akta jual-beli harus dibuat Izin Peralihan Hak Atas Tanah
pertanian. Jadi bunyi pasal 3 akta jual-beli sckarang adalah:

“Mengenai jual beli ini telah diperolel izin pernindahan bak dari Kepala

Badan Pertanahan Nasional"

Pemberian izin peralihan hak milik atas tanah pertanian akan diberikan
kepada pemohon yang betul-betul akan tetap mempergunakan tanahnya sebagai
tanah pertanian. Semakin berkembangnya wilayah pembangunan yang ada di
Kabupaten Jember mengakibatkan banyak tanah-tanah pertanian yang dialihkan
fungsinya sebagai tanah kering (tanah pertanian). Karena alasan-alasan tersehut
maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jember membuat aturan tentang tata ruang
dan perencanaan wilayah yang jelas guna mengetahui kondisi wilayah Kabupaten

Jember yang teratur,
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3.1.2  Syarat-syarat untuk Memperoleh Izin Peralihan Hak Atas Tanah

Pertanian

A. Syaratsyarat untuk Memperoleh Izin Peralihan llak Atas Tanah

Pertanian Sebelum Keluarnva Peraturan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
Syarat-syaral yang harus dipenuhi dalam memperoleh izin peralihan hak

atas tanah pertaman yaitu (Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 14 tahun
1961) ;

l
2
3
4
3

6

Surat pergantar dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT):

Surat permohonan,

Sertipikat asli;

Akta jual beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau surat kuasanya (foto copi

KTP),

Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan;

Bukti pelunasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);

SPPT PBB (Surat Pembayaran Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan)

tahun berjalan atau tahun terakhir, kalau belum ada SPPT PBB (Surat

Pembayaran Pajak Terutang ) perlu keterangan lurah atau Kepala Desa,

Surat pernyataan dani calon penerima hak, yang menyatakan |

a. bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan
tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b, bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang hak atas tanah absentee (guntal) menurut ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

¢. bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan

scbagaimana dimaksud pada a dan b tersebit tidak benar, maka tanah

kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek landreform

d. bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat hukumnya,

apabila pernyataan sebagaimana dimaksud a, b dan ¢ tidak benar.
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Dan  persyaratan tersebut diatas dapat diketahui bahwa sebelum

dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 untuk mendapatkan suatu 1zin peralihan hak atas

tanah dibutuhkan suatu akta vang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah.

B. Syarat-syaral untuk Memperoleh Izin Peralihan Hak Atas Tanah

Pertanian Setelah Keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Syarat-syarat untuk memperoleh izin peralihan hak atas tanah pertanian

terdapat dalam Standar Prosedur Operas: Pengaturan dan Pelayanan (Surat Edaran
KPBPN No. | Tahun 2005, Syarat vang harus dipenuhi adalah sebagai berikut .

|

2
3
4
-

Permohonan Izin Peralihan Hak:

Alasan pemindahan hak,

[dentitas Pemohon;

Fotocopi serupikat;

Surat pernyataan dan calon penerima hak, yang menyatakan

a.

bzhwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan
tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang hak atas tanah absentee (guntar) menurut ketentuan perundang-
undangan yang berluku;

bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa apabila  pernvataan
sebagaimana dimaksud pada a dan b tersebut tidak benar, maka tanah
kelebihan atau tanah absentze tersebut menjadi obyek landreform;

bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat hukumnya,
apabila pernyataan sebagaimana dimaksud a, b dan ¢ tidak benar

Dari  persyaratan  tersebut  diatas  dapat  diketahui  bahwa  sesudah

dikeluarkannya Peraturan Menten Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 untuk melakukan peralihan hak atas tanah

diperlukan suatu 12in peraliban hak atas tanah
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3.1.3 Prosedur atau Cara untuk Memperoleh Izin Peralihan Mak Atas

Tanah Pertanian
A. Prosedur atau Cara untuk Memperolch Izin Peralihan Hak Atas Tanah

Pertanian Sebelum Keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Dahulu (menurut Pasal 3 akta jual beli jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah
[0° Tahun 1961) sebelum mendapatkan suatu jizin peralihan hak atas tanah
pertanian harus dibuatkan akta peralihan hak atas tanah (vang dalam hal ini adalah
akta jual beh) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yang harus dilakukan
PPAT sebelum membuat akta tanah vaitu -

a. Melakukan pengecekan sertipikat pada kantor pertanahan;

b Melakukan pengecekan apakah para pihak telah membavar BPHTB atau Bea
Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan:

¢ Memastikan para pihak itu sendiri yang hadir untuk membuat akta:

d  Pembuatan akia yang untuk peralihan hak milik atas mnah tersebut tidak ada
masalah.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib memberikan penjelasan
kepada pihak-pihak yang menghadap, apa vang boleh dan apa vang tidak boleh,
apa yang melanggar dan apa yang tidak melanggar hukum sebelum akia dibuat.
Pembeli harus merasa terfamin dan aman atas kepastian hukum mengenai
peralihan hak milik atas tanah, melalui pelayanan pembuatan akta vang cepat,
mudah dan sederhana sampai akta tersebut didaftarkan

Pembuatan akta dihadin oleh para pihak yang melakukan hukum yang
bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang
memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu, yang
memben kesaksian mengenai |
4 Identitas penghadap dalam hal PPAT tidak mengenal secara pnibadi,

b. Kehadiran para pihak atan kuasanya,
¢ Kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum dalam hal
obyek tersebut belum terdaftar,

d- Keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta,
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e. Telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak vyang

bersangkutan.

[ndalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 PPAT

menolak untuk membuat akta, jika -

i

Mengenai bidang tanah yang sudah terdaflar atau hak mulik atas satuan rumah

susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak vang bersangkutan

atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daflar-daftar vang ada di

Kantor Pertanahan; atau

Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan

|

lad

Surat bukti atau surat keterangan Kepala Desy/ Kelurahan vang
menyatakan bahwa vang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut;
dan

Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan
belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah vang terletak
di daerah yang jauh dan kedudukan Kantor Pertanahan, dan pemegang
hak yung bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;
atau

Salah satu atau para pihak vang akan melakukan perbuatan hukum vang
bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa
mutlak vang pada hakikatnya benisikan perbuatan hukum pemindahan hak,
atau

Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat
atau instansi yang berwenang, upabila izin tersebut diperlukan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau

Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa
.mungcnai data fisik dan atau data yuridisnya; atau

Tidak dipenubi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
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Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis
kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya

Apabila semua persyaratan sudah lengkap untuk selanjutnya diajukan
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melalw loket | Kantor
Pertanahan Jember, yaitu loket penelitian berkas dan informasi kemudian diajukan
pada loket 2 vaitu penenmaan berkas dan memasukkan data permohonan serta
membayar biaya yang telah ditentukan  Setelah dirasakan lengkap, maka
pemohon memasukkan ke loket terakhir yaitu loket 3 yaitu Bendaharawan Khusus
Penerima kemudian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember akan diadakan -

I. Peninjavan lapangan

Fad

Pengukuran terhadap tanah vang dimaksud

Lk

Pembuatan berita acara iwayat tanah vang dimumkan selama 60 hari

Seteluh semua syarat-svarat terpenuhi kemudian diajukan ke kantor
pertanahan untuk dibuatkan izin peralihan hak atas tanah pertanian, tetapi izin
peralthan hak tidak langsung dapat diterima oleh pemohon Kepala Kantor
Pertanahan dapat juga menolak permchonan pembuatan izin peralihan hak atas
tanah.

Penolakan pendaftaran peralihan hak atas tanah oleh Kepala Kantor

Pertanahan, apabila pemohon melalatkan atau udak memenuhi salah satu
persyaratan sebaga berikut (Kartasapoetra 1992 - 98).

a. Penyampaian akta temyata tidak disertai sertipikat atau surat keterangan atay
pernyataan dan kepala desa yang diperkuat oleh camat, dan tanpa warkah
fainnya

b. Sertiptkat dan surat keterangan tentang keadaan tanah atau hak atas tanah
tidak sesuat dengan yang terdapat pada kantor pertanahan

. Jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, menggunakan hak atas
tanah ity tidak berwenang berbuat demikian

d. Didalam hal jual beli, penukaran, penghibahan dengan wasiat | pembenan
menurut  adat dan  perbuatan-perbuatan  lain  yvang dimaksudkan untuk
memindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari Menteri Agraria atau Pejabat
yang ditumuknya

Setelah  semuanya  dilaksanakan, maka Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember memberikan 1zin peralihan hak terhadap tanah vang dimohon
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B. Proses Perolehan lzin Peralihan Hak Atas Tanah setelah Keluarnya

L2

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997

Pemohon menyerahkan scluruh dokumen yang menjadi persyaratan untuk

izin peralihan hak atas tanah kepada loket II, Petugas loket 11 meneliti

kelengkapan dokumen tersebut dan kemudian menyerahkan dokumen-
dokumen tersebut kepada Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

(P&PT).

Kepala Pengaturan dan Penataan Pertanahan (P&PT) ¢

a_ menerima dan meneliti kelengkapan dokumen;

b memerintahkan Kasubsi Pengendalian dan Pendaftaran Tanah untuk
mengadakan penelitian lapang.

Kasubsi Pendaftaran dan Konsolidas:

a. mengadakan penelitian atas kebenaran alasan pemindahan hak, warkah
di seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (PPT) atau aspek dan
penelitian lapang;

b. membuat laporan hasil penelitian dan aspek pertimbangan teknis
P&PTS

¢. berdasarkan laporan tersebut dibuatlah draf Izin Peralihan 1lak;

d. menyerahkan dokumen kepada Kasi Pengaturan dan Penataan Tanah
(PPT).

Kepala seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

a. menelaah isi laporan;

b. menandatangani laporan dan paraf pada draf izin peralihan hak dan
aspek pertimbangan teknis P&PT,

c. menyampaikan laporan dan draf izin peralihan hak kepada Kepala
Kantor Pertanahan.

Kepala Kantor Pertanahan :

a. menelaah isi laporan;

b. menandatangani surat izin peralihan hak;

¢, meneruskan ke Kasubag Tata Usaha.
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6, Kasubag Tata Usaha (TU)
2. mengagendakan surat izin peralihan hak;
b. menerudkan kapada loket IV (agenda TU) yang akan menverahkan
surat pengantar lzin Peralihan Hak atas tanah kepada pemohon dan
Seksi PPT
7 Petugas loket IV menyerahkan izin peralihan hak atas tanah kepada
pemohon
[zin peralihan hak atas tanah pertaman tidak akan diberikan apabila calon
penernima hak ternvata terbukti
a. menjadi pemegang hak atas tanah vang melebihi ketentuan maksimal,
b.calon penerima hak menjadi pemegang hak atas tanah absentee (guntai),
¢ apabila tanah pertaman vang dialihkan haknya tidak difungsikan lagi sebagai

tanah pertanian

3.2 Proses Perolehan Izin Peralihan Hak Atas Tanab yang Dilakukan oleh

Ibu Siti Maryati di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Pemohon yang dalam hal ini Tbu Hj Siti Maryati menyerahkan seluruh
dokumen yang menjadi  persyaratan sebagaimana telah ditentukan untuk
mendapatkan 1zin peralithan hak atas tanah ke loket 11, Petugas loket IT meneliti
kelengkapan dokumen tersebut dan kemudian menyerahkan dokumen-dokumen
tersebut kepada Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanshan (PPT)  Setelah
menerima  dan - meneliti - kelengkapan dokumen memenniahkan  Kasubsi
Landreform dan Konsolidasi Tanah untuk mengadakan penelitian lapang.

Setelah dilakukan penelitian lapang Kasubsi Landreform dan Konsolidasi
Tanah mengadakan penclitian atas kebenaran alasan pemindahan hak, warkah di
sekst PPT atau aspek dan penelitian lapang kemudian dibuat laporan hasil
penchitian, berdasarkan laporan terscbut dibuatlah draf izin peralihan hak,
kemudian menyerabkan  dokumen kepada Kasi Pengaturan dan Penataan
Pertanahan (P&DPT)

Kepala sekst Pengaturan dan Penataan Pertanahan (P&PT) menelaah isi

laporan dan menandatangani laporan dan paral pada draf 1zin peralihan hak
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kemudian menyampaikan laporan dan draf 1zin peralihan hak kepada Kepala
Kantor Pertanahan.

Setelah  semuanya dilaksanakan dan syarat-syarat sudah terpenuhi
kemudian Kepala Kantor Pertanshan Kabupaten Jember memberikan izin
peralihan hak terhadap tanah yang dimohon oleh Ibu Hj Siti Maryati dan Bapak
Asbullah berdasarkan penelitian data fisik dan data yundis. lbu Hj Siti Marvati
dan Bapak Asbullah mendapatkan Izin Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tertanggal 10 — Mer — 2007 Nomor
I0BL.V.IPH.2007 yang telah mendapatkan pertimbangan aspek pengaturan
penguasaan tanah Nomor 13/Aspek/V/2007 tanggal 04 — Mei — 2007, bahwa
pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk diberikan 1zin peralihan hak.

Berdasarkan  hal tersebut  diatas maka Nvonva Trivani  Junaedy
memperoleh izin peralihan hak atas tanah yang digunakan untuk melakukan
peralihan hak atas tanahnya kepada Ibu Hj. Siti Maryati dan Bapak 11 Asbullah
tanah seluas 3209 M” yang di uraikan dalam sertiptkat hak milik Nomer 458 Desa
Sumberejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember,

Pemberian 1zin peralihan hak milik atas tanah pertanian yang diajukan
oleh Hj. Siti Maryati dan H Asbullah yang beralamatkan di Desa Sumberejo,
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan telah diuraikan dalam Sertipikat Hak
Milik Nomor 458 diberikan izin oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
dikarenakan Saudara Siti Mariyati dan  Asbullah telah memenuhi  semua
persyaratan yang diatur dalam Standart Prosedur Operasi Pengaturan dan
Pelayanan (SPOPP) tahun 2005, Kemudian hasilnya diteruskan ke Kasubag Tata
Usaha, Kasubag Tata Usaha (T1J) Mengagendakan surat Izin Peralihan Hak dan
Meneruskan kapada loket 1V (agenda T1)) yang akan menyerahkan surat
pengantar lzin Peralthan Hak atas tanah, dan seksi PPT Petugas Loket 1V
menyerahkan lzin Peralihan Hak Atas Tanah kepada pemohon sebagai syarat atay
kelengkanan pembuatan akta peralihan haknva.

Jika 1zin peralihan hak sudah dikeluarkan oleh kantor pertanahan, maka
permohonan pembuatan akta jual beli dapat langsung diproses oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)
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3.3 Kendala dan Upaya yang Dihadapi dalam Menyelesaikan
Permasalahan yang Terjadi dalam Pemberian Izin Peralihan Hak Atas
Tanah

Menurut Bapak Sugito Pegawai dibagian Staf Pengaturan dan Penataan

Pertanahan Kantor Pertanahan Jember didalam pelaksanaan perolehan Izin

Peralihan Hak Atas Tanah vang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terdapat

beberapa kendala-kendala vang terjadi didalam mekanisme perolehan lzin

Peralihan 1lak atas tanah

Kendala-kendala tersebut yaitu antara lain (hasil wawancara tanggal 29

Mer 2007)

A Kendala dan Pihak Pemohon

4 Pemohon kurang mengerti bagaimana prosedur untuk memperoleh izin
peralithan hak atas tanah

b Ketidaktahuan pemohon akan arti pentingnya izin peralihan hak atas
tanah

B. Kendala dan Pihak Instansi

a. Kurangnya profesionalitas Perangkat Desa;

b. Kurangnya tenaga teknis Kantor Pertanahan

¢. Jauhnya lokasi tanah dengan Kantor Pertanahan

C. Kendala dari Peraturan

a. Terlalu sering bergantinya peraturan yang mengatur tentang izin peralihan
hak atas tanah

b. Kurangnya pemahaman dari pegawai badan pertanahan tentang aturan
yang berlaku
Menurut Bapak Sugito Pegawai dibagian Staf Pengaturan dan Penataan

Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember upaya vang dilakukan dalam

menghadapi kendala yang terjadi dalam perolehan izin peralihan hak atas tanah

antara lain vaitu |

A Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala bagi pihak Pemohon

4. Kantor pertanahan dalam segi pelayanan memakar sistem loket 1 - 4, hal

it dimaksudkan agar pemohon udak perlu bertemu dengan simpul-


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

38

stmpul pelayanan, namun cukup dengan petugas loket dan bila berkasnya
lengkap, cukup datang tiga kali yaitu saat mendafiar, pembayaran dan saat
pengambilan produk.

Kantor Pertanahan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang

pentingnya izin peralihan hak atas tanah.

B. Upaya vang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala oleh Pihak Instasi

4 Kantor Pertanahan membenkan penyuluhan ke desa-desa, atas pentingnya

o

1zin peralihan hak atas tanah pertanian kepada Tokoh Masyarakat desa dan
Jugu perangkat desa. Kantor pertanahan bekerjasama dengan Pemerintah
Daerah mengadakan pembinaan secara efektif kepada Camat dan
perangkat-perangkatnya, Mengikutt  tim  penyuluhan  terpadu  yang
disclenggarakan oleh Pemerintah Duerah beserta instansi terkait, Pihak
pemenntah atau Kantor Pertanahan mengadakan penyuluhan melalui
media masa atau media elektronik tentang arti pentingnya lzin Peralihan
Hak Atas Tanah Pertaniar dan juga Pemerintah bersosialisasi terhadap
masyarakat mengenal kegunagn, fungsi (arti daripada izin pernlihan hak
atas tunah pertanian). Pihak pemerintah daerah juga pemenntah desa
secara  terus-menerus  membina  (mengurus)  perangkat-perangkat
kecamatan maupun perangkat desa yang terkait dengan penerbitan izin
peralihan hak atas tanah pertanian untuk meningkatkan profesionalisme
perangkat desa

Kantor Pertanahan mengusulkan kepada Kepals Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Jawa Timur mengenai penambahan tenaga teknis ke
Kabupaten Jember

Kantor pertanahan berusaha semaksimal mungkin mengatur, membuat
sistem pembagian tugas daripada petugas tekmis (lapangan) untuk bisa
membagi pekerjaan agar seluruh permohonan izin peraliban hak atas tanah

pertanian bisa diselesatkan

L. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala dari Peraturan

l

Kantor Pertanahan mensosialisasikan kepada selurub pegawar dalam hal

i khususnya pada sckst yang menangani 1zin peralihan hak atas tanah
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lentang peraturan yang baru schingga pegawai Kantor Pertanahan tidak
memakai peraturan lama yang sudah tidak berlaku sebagai pijakan dalam
menjalankan tugasnya.

Kantor Pertanahan vang dalam hal in1 adalah tugas dari Seksi Pengaturan

i

dan Penataan Pertanahan untuk memberikan arahan-arahan. sosialisas: dan

pemahaman kapada pegawai tentang aturan vang baru
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian maka dapat dikemukakan kesimpulan

sebagai berikut -

[ o%]

Bahwa setelah keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria | Kepala Badan
Pertanahun Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendafiaran Tanah.
proses pembuatan Izin Peralihan Hak atas tanah dilakukan sebelum akta jual
beli dibuat Imi menunjukkan bahwa lzin Peralihan Hak mempunyai fungs
sebagai syarat untuk melakukan peralihan hak atas tanah setelah tu dibuatkan
akta jual beli yang kemudian dibuatkan sertipikat hak atas tanah selain Hu juga
scbagal kontrol yang berkaitan dengan maksimal kepemilikan atas tanah dan
Juga untuk administrast pertanahan,

Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Ibu Siti Maryati dalam memperoleh
lzm Peralihan Hak Atas Tanah teiah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 whun 1997 tentang Pendafiaran Tanah yang dilaksanakan dengan
Peratwran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan ditindak lanjuti dengan
Standart Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) tahun 2005
Kendula vang terjadi dalam perolehan lzin Peralihan Hak Atas Tanah
pertaman yartu antara lain yaitu ketidaktahuan pemilik tanah dan kurangnya
Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Izin Peralihan Hak Atas Tanah
Pertanian, kurangnya profesionalitas perangkat desa, kurangnya tenaga tekmis
Kantor Pertanahan Upaya penyelesaian vang dilakukan dalam menghadapi
kendala yang terjadi dalam perolehan 1zin peralihan hak atas tanah yaitu
Kantor Fertanahan mencrapkan sistem loket, Kantor pertanghan membernkan
penyuluhan ke desa-desa, dan penambahan tenaga kerja tekms pada Kantor

Pertanahan

40
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4.2 Saran

Pemerintah melalui lembaganva dalam hal i vang berwenang adalah Badan
Pertanahan Nasional agar mempermudah perolehan izin peralihan hak atas
tanah pertanian hal im penting karena untuk kontrol yang berkaitan dengan
maksimal kepemilikan atas tanah dan juga untuk administrasi pertanahan

Kepada seluruh pegawai kantor pertanahan agar lebih meningkatkan lagi
pelayanan dan disiplin kega di kantor pertanahan terutama dalam melakukan

pelayanan terhadap pembuatan izin peralihan hak atas tanah
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FaF ity :
ﬁ%g‘?‘;\ - KANTOR REREANAHAMKABUPATEN JEMBER
e s 7 TLKIE Siddiq No. 55 1EMBER Telp. (0331) 484644
e P
Jember, 2 - 05 - 2007
KEPADA

/-f;‘f/-v. [PH.2007 Yth.  Sdr. SITI MARYATI HJ dan ASBULLAH H
I 1jin Peralinan Hak Sertipikat Hak Milik Dsn.Watu Ulo  RT 01 RW 40

Nomor 458 Desa /KekSumberejo | Ds.Sumberejo  Kec.Ambulu  Jember

Kec.Ambulu atas nama NY. TRIYAN] Di JEMBER

JUNNAEDY,

Memperhatikan :

L. Permohonan Sdr.SITI MARYATI HJ dan ASBULLAH H Tanggal 03-05-2007 ( diterima Tgl 04-
05-2007 ) yang bermaksud untuk mangajukan Ijin Peralihan Hak atas tanah sertipikat Hak Milik
Nomor 458, Luas + 3209 M2 ( seb dari luas - 5446 M2 ) terletak di Desa | Kel.Sumberejo
JKec.Ambulu, Kab Jember.

2. Alasan yang diajukan untuk peralihan hak : Jual beli / HitahﬁFF&har—Hermkarf—-[nbrcngf
Wﬂdﬁm-ﬂﬁmhﬂﬂianﬁam;ysama-f—lﬂﬂng.

3. Foto copy Sertipikat_Hak Milik Nomor 458 Desa / Kel. Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten
Jember,

4. Sural pernyalaan dari pemohon yang bermeterai cukup tanggal. 03-05-2007

5. Pertimbangan Aspek Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Nomor 13/Aspek/ VvV [ 2007
Tanggal.04-05-2007, bahwa pemohon memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Peralihan Hak.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, kepada Sdr.SITI MARYATI H] dan ASBULLAH H
diberikan Ijin untuk melakuan Pemindahan Hak Sertipikat Hak Milik Nomer 458 Luas : + 3200 M2
( seb dari Luas : 5446 M2 JTerletak di Desa ! Kef.Sumberejo Kec.Ambulu Kabupaten Jember dengan
Syaral

1. Jika ternyata keterangan / pernyataan yang diberikan oleh yang bersangkutan tidak benar dan /
atau

2. Jika tanah lersebul dialibkan dan ternyata dengan peralihan hak tersebut calon penerima hak
menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah atau
pemegang hak atas tanah absentee (quntai) menurut ketentuan peraluran perundangan yang
berlaku.

Maka pemberian ijin ini batal dengan sendirinya dan status hak atas tanahnya menjadi
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan tidak mengurangi kemungkinan tuntutan pidana
terhadap pemohon,

~. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
XD "“\@ﬁl}upmem JEMBER

BUSAN : Disampaikan kepada Yth :
Ir. Kasi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah
Ir. PPAT Yang bersangkutan

i e e o e et B g i
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uu|ﬂ~ HAK: Wi fF NAMA PMEGANG HAK ' L
:1]“;:“ Nu- 4\_‘3 .Mm,/ I_VL -— C;? oy 'I__ '_I_ 'I'__-:.I
215 Besa  kel. Sumberelo FATIMATIEAROTAWASITHA S
] 5 St
ﬁ_tn".-f‘:"'I Tgl.berakhimya huk :  —
LI Tanggal lahir / akt-pondicia-
wib) NIB 12.34.06.01,00219 15 Desember 1960
vi's Letak Tunah
"'c) ASALHAK ) PEMBUKUAN
Jember :
~I. Konversi o 1] e B R R e e ¥ " AT RRN R S ikt
i Kepalu Kantor Pertanuhan
Kﬂblpj%&éﬂtmm&p- Jlitt= Ay
2, Pemberian hak ] L i e s s P AR T
3. Pemecahan / Pemisoban / ;
PSRRI bl & T
d) DASAR PEMDAFTARAN !
. SISWO PRAJITNO, SH. L
|, Daftar Isian 202 CebsisibatssattEpbuetyissintiratartsasaeiat i ase A RALARSE ikia e e,
Tel. Sl \ NIP mﬂ 153 289 k!
Nao. e -k =4 —
2,  Nurnl Keputusan . h) PENERBITAN SERTIPISAT
Tl — Jember
TN AR T A e ] Tl Pt = O
3 Permwohonan Periecahan / Kepula Kantor Pertianahan
Pemisahan / Penggabungan bidung Kabugiiad Kotumudya 3
TRERE12000\ . O i L i i '
No. 12131006 |
e) SURAT UKUR o
Ty, 07-03-2007 W )-\ pd
No. 00012/Sumberejo/2C07 ; \Y I
| _ =
Luas§446 m? s e - L
il | 010 153 289

i) PENUNJUK  pemecahan dari Hak Milik Nomor 241/5umberejo
Luas : £ 5489 m? sebagian dari |.uas : 12789 m*

b
i


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Halaman

PENDATTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Tanggal Pendaftaran Nama yang berhak '
Sebab perubaban Nao. Daliar Isian 307 dan Tauda tangan Kepala kang
No. Daltar Isian 208 Pemegang hak lain-lainnye dan Cap Kantor
Akta Jual Beli gl 16-4-2007 | Nyonya TRIYANI JUNNA
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| yang dibuat dihacapan No. 3{22 /2007 i i
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AKTA JUAL BELI

No.. 409/wih/v/2007

Lembir Pertuma/Eedia

Pada hariini, Jum'at —— timgpal 11 | Sebelas —————————a )
bulan Med ——- phun 2007 — ( Dua ribu tujuh ——ee-

—_— - |

hadir diladapan sayy MUTI'ATUL KHASANAR,Sarjana Hukua

yang berdasarkan surat Keputusan  Kepala Badan Pertanshan Masional =

- S tangpeal 18=01-2001 = nomor 02=IX-2001 =
@orstan diangkat/drmnfrk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjurnya

disebut PPAT, vang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerjy Kabupaten ——
Jﬂb‘r —_——— dn“ hurkﬂ“lur di J-lli Pihlﬂ.lrm HUl 99 'lfuli.lhln—;ﬂlbtrl

R e - ==== dengun dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dun akan disebut pada bagian akhir akta inj ...

I. Nyonya MMIFANI JUNNAEDY, lahir 01-04-1968,Warga Negara ——
In®neals,Pegavwal 'Buaata,bugtnpat tingzal di Dusun Krajan
Kidul RT.01,RW.43,Dess Sumberejo Keeamatan Ambuly m—e— .-
Kabupaten Jember, —— —— —
Pemegang Kartu Tunda FPenduduk Nomors 3509124104680006, -—
Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum ini-
telah wendapatkan psrsetujuan dari suaninya yang ikut mena
datangani akta ini dan mengaku becmama: JONNALDY, bert sapat
tinggal sana dengan istrinya tersebut diatas,
Selaku PENJUAL, untuk selanjgtnya disebut: -
et e PIHAK PEATAMA ———- -

II. 1.H.ASBULLAH, lshir 26-04-1951,Warga Negara Indondpia, ——

Nolayan,bertenpat tinggal di Dusun Watuumlo RT.01,RVW. 40, ~

Desa 3umberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jeaber, ee—-—

Femogang Kadtu Tanda Penduduk Nomors 3509122504510001, —

2.,Hajjah SITI MARYATI,lanir 27-05-1956, Warga Negara Indone

uil.Suutn.hartup:.t tinggal di Dusun Watuulo aT. 01, RWs =

40, Desu Sumbarejo Keoamatan Ambulu Kabupaten Jeaber.w——

H Pemegang Kartu Tands Penduduk Nomor: 3509126705560001.—

Menurut keterangannys keduwanys sdalah suasi fatri, ———ee

. Seleku PEMBELI,untuk selanjutnya disebut: —
———— PIHAK EgpOA —

Al Sl Madi 4 aal g ey
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Para pengl indap dikena! oleh n:l}'df’l’englq.ul.sp i

saya Kenal dan yang Luin diperkenalkan olehnyy
kepada soya/Parg henghud:lp diperkenalkan kepada saya ole) saksi pengenal
yang akan disebutkan Pocashir dktiint. el 0 TR

Pihak Pertama menerangkan  dengan inj menjual kepada Pihak Kedua day
Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama ;oo

* Hak Milik/Hak Gunga Usalin/Hak Gung Bangunan/l {ak Pakaj - e

e e S —

Nomor 453/3unher-jn L - atas schidang tanak sebagaimany
. &5 diuraikan dalam Sirat Ukur/Gambar Situasi langgal  07-03-2007. _—
s s arnor Gﬂﬂ1ﬂ5uber¢ju£luas 944t » m? Lima ribu o
200 e=pat ratug e2pat puluh enam -

meter persepi ) denigan
Nomor Identifikasi Bidang Tunah (NIB) 12,34.06.01,00219 —

Hak Milik/Hak Gung Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakaj - B
atas scbagian tapah Hak Milik /Hak Guna Usaha/Hak Guna 'Bangunan/
Hak Pakai Nomor  458/Suaberego — | “Uengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIR ) 12.34.06,01,00299 ~ __
yaitusaluaskumng lebih 3,200 o 2 ({ TMga ribu dua. rntu.u -

—_— meler persegi ), dengan batas-batas - o
= Utam t S.8afi's p, Mufida
= Maur : Selokan
= Selatan ¥ S,Sukardje
= Bacat 4 S L1k Rahagu

sehngnirnan;_ divraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor : yang q_i!ampirlcan pada akta ini, _.-h.'_-ﬂ.-f_.,-._-_-..'_--
*  Hak Milik atas sebidapg tanal : ._..__..,._.L.__.',.._.._..__...__h. e
ikan soretan Persil Nomor =~ Blok = Kohir Nomor’
: ' i 5 - |
seluas kurang |ébih m? (

meter persegi), denpan bnlas—t':-atas e

Y

i % Hlamis | dry §
Abia dupt o
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sebagaimana diuraikan dalam peta tangpal

Nomor yang dilampirkan pada akia ini et aaan
berdasarkan alat-alat bukii berupa e b L N

*  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun - e SRR
Nomor :

M terletak di - BN T e SR
' - Propinsi : Jawa Mmur

= Kabupaten/Kgta ! Jember
- Kecamatan ©  Aabulu
Desa/Keluraban * Sumberejo
= Jalan : m—— :
N L]
Jual Beli ini meliputi pula : oo P st e 3 it s 2 Bl el

Marupakan tanah purtaninn ':mlua{:l}-

selanjutnys semua yang diuraikan di atas dalam akis ini disebut “Obyek Jual

Beli", -—-- e PN /T I

Pihak Pertama dan Pihak Kedua m:nerangimn bOhwWa § e
4. Jual beli ini dilakukan dengan harga kp. 22.000.000,- ——————

b.  Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang terscbut di atas
dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta inj berlaku
pula sebagai tanda penerimaan yang sah ( kwitansi), ---

Ak el Reii
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¢ Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : oo _________

IS Pasal ] —-eee .. —

Mulai hari i obyek jual beli yang divraikan dalam akw ini telah menjadi
milik Pihak Kedua dan karenanya sepala keuntungan yang di dapat dari,
dan segala kerugian/beban atus obyek jual beli tersebut diafas menjadi
hak/beban Pihak Kedua. : - —

= e Pasal 2 - : e
Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak
tersangkut dalam suamy sengketa, “bebas dari sitaan, tidak terikat sebhagai

Jaminan untuk sesuaty utang yang tidak tercatal dalam sertipikat, dan

bebas dari beban-beban fainnya yang berupa apapun, -——-—.

e Pasal 3 o - -

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari Kepala —
Badan Pertanahan Nastonal Jeaber ~tanggal 10052007 —

Nomor ‘9081, v, Ipra. 2007 e e e e e st vt g ey

RN Posal oo o

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dcngnﬁ jual beli ini

kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimuni penguasaan
tanah  menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaky” sebagaimana
tercantum dalam pernyataanya tanggal E

aatian : —- Pasal 5 <. bl

Dalam hal terdapat perbedaan luas tansh yang menjadi obyek jual beli
dulam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan" Pertanahdn
Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi
Badan Pertanahan Naslonal tersebut dengan tidak memperhitungkan
kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan 'gugatan,

PN P e grrnel . & e s _ L
Penjual dengan ini menjanin tepade peabell bahwa identitas
penjual syalah benac=benar adany: dan penjual berwenanf untuk

ternebit tidak benar mas Semuanya itu aejadi t asab-
ponjwml dan mombebankin pembeli dan PPAT dari segala tuntutan
5

At Sl By ki 1 diivd F
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e L el L 112§ (e (S -

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat
Kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Jewber.,

e Pasal 8 :
Eiaya.pcmhuatan akta ‘ini, uang saksi dan segala biaya  peralihan hak ini
di bayar oleh Pihak Xedua, '

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan d:hadm oleh sa]csmab: yang

sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini ; -----

yang mencrangkan telah mtngetahm _Bpa yang dluratknn dl atas dan

men}fen.uul Jual beli dalam akta ini.

At _ W & Demikiar;lah akta ini dibuat dihadnpan para pihak dan :
| 1-';"5331791‘“" 3pd, Kaur Pmarintahan Do Su:lbuﬂjo - hhlu. il
2,5 aUY&I‘I,Pugﬁwai pada kantor i?c.j a.u.u.t Pﬂbuat ik.tgl. Canah, ———=

-

Akt St Bell ! ( Haluman d dunt ¥
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sebagai suksi-saksi, dan ' setelah dibacakun serta dijelaskan, maka sebagai
bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan olch pihak Pertama dan Pihak
Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh . Pihak
Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap
ashi, yaitu | if:.;axu} rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan |
( satu ) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kanlor Pertanahan
Kabupaten/keta  Jember. i

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akuaini — .

" Pihak Pertama Pihak Kedua

TFf i 18

A

te [ESAIDOLLAR:
2. HJ.SIPT HARTATI

Siksi Saksi

Igue

34R1 TOKO, SUYATPI

..............................................

----------------

Akra Seal Baii » PR EISN T o
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PALANLZONEN L LSIN L PAINAALTIAIN INADIWVIINAL

21N
na)- KANTORRERTANALIAN KABLUPATEN JEMBER
o
E;’...f'/f I KH. Siddiq No. 55 JEMBER Telp. (0331) 484644
4!11'*. i - - - e b ——
Jember, ~2 - 05 - 2007
KEPADA
/28 . 1PH.2007 Yth.  Sdr. SITI MARYATI HJ dan ASBULLAH H
ljin Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Dsn.Watu Ulo RT 01 RW 40
Nomor 458 Desa /KekSumberejo | Ds.Sumberejo  Kec.Ambulu  Jember
Kec.Ambulu atas nama NY.TRIYANI Di JEMBER
JUNMNAEDY,
Memperhatikan :

9

5.

. Permohonan Sdr.SITI MARYATI HJ dan ASBULLAH H Tanggal 03-05-2007 ( diterima Tgl 04-

05-2007 ) yang bermaksud untuk mangajukan Ijin Peralihan Hak atas tanah sertipikat Hak Milik
Nomor 458, Luas £+ 3209 M2 ( seb dari luas : 5446 M2 ) terletak di Desa /[ Kel.Sumberejo
Jec.Ambulu,Kab.Jember.,

- Alasan yang diajukan untuk peralihan hak : Jual beli / Hizeh—Fukar—Menukar/~inbrengs
wmwmma—ﬁlﬁlang
- Folo copy Sertipikat Hak Milik Nomor 458 Desa / Kel. Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten

Jember,
Surat pernyataan dari pemohon yang bermeterai cukup tanggal. 03-05-2007

Pertimbangan Aspek Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Nomor 13/Aspek/ V | 2007
Tanggal.04-05-2007, bahwa pemohan memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Peralihan Hak.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, kepada Sdr.SITI MARYATI HJ dan ASBULLAH H

diberikan Ijin untuk melakuan Pemindahan Hak Sertipikat Hak Milik Nomer 458 Luas - + 3209 M2

( seb dari Luas : 5446 M2 )Terletak di Desa [ Kel.Sumberejo Kec.Ambuly Kabupaten Jember dengan
syaral :

:

Jika ternyata keterangan / pernyataan yang diberikan oleh yang bersangkutan tidak benar dan /
atau ;

. Jika tanah tersebut dialinkan dan ternyata dengan peralihan hak tersebut calon penerima hak

menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan lanah atau
pemegang hak atas tanah. absentee (guntai) menurut, ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.

Maka pemberian jin‘ini batal dengan sendirinya dan status hak atas tanahnya menjadi

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan tidak mengurangl kemungkinan tuntutan pidana

ter

hadap pemohon.
-, KEPALA KANTOR PERTANAHAN
¢ ! --"““'-——é':‘\{I{I\EUPnTEN JEMBER
N = 1
T‘“.".‘."".‘.‘“““\H\ Pt
T j‘: .",':Fr __-__-_-""--.______‘
_,..5‘ ISWO PRAJITNO,SH
+ NIP, 010 153 289

BUSAN : Disampaikan kepada Yth :
Ir. Kasi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah
Ir. PPAT Yang bersangkutan
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